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* NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang & bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan

i Daerah yang potensial guna membiayai Penyelengaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab :

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai
pelaksanaan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa
Pemakaian Kekayaan Daerah dapat di pungut retribusi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat Il di Sulawesi
( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4 Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubaghan Atas Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048 ) |

Dpndar dengan Camsoanner



Ness o 119, Tambah Lembara Megara =

T ;ggg“t’; i?ar%aeKr:h Kabupaten Banggai Nomor 20 - J no
Daerah Tahun 20v(v)(e)nr\?2rgn%2 SK; glé%ag&g;ggggi )(Lemm
Dengan persetujuan
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH = KABUPATEN  BANGGAI

TENTANG  RETRIBUS|
DAERAH. PEMAKAIAN KEKAYAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah. Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Banggai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif
Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya. .

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggal.

Refribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Caerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula ¢i sediakan oleir sekior swasla. ‘
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah
atara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk
Pesta, pemakaian kendaraan / alat - alat berat / alat — alat besar milik

Daerah,

i P |
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ghitungan dan pemb
erundang - undangan

jelibusi yang ieruiang rienyryt beraiuran
berlaku.
fp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sela
adalah surat ketetapai yaig meieitukai beg
3. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sela

njutnya dépat disingkat SKRD,
ainya pokok retribusi.
njutnya dapat disingkat STRD,

adaiah surat untuk mielakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB ||
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. -

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah peiayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah
untuk jangka waktu tertentu,

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk
"Nggunakan kekayaan Daerah.

st ;J;' 'a\l-.j
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Pasal 6 1 in gl

*"ﬁn kat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka Wénktu pém .

i kekayaa" Daerah.

BAB vV
FRINSIP CAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARiF

Pasal 7

ainya tarif retribusi didasarkan pada
ng layak atas pemakaian kekayaan

BAB V| b
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS|

Pasal 8

(1) Struktur tanif retribusi di

digunakan meliputi :
Penggunaan tanah;
Penggunaan Gedung/Bangunan;
Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
Pemakaian Kendaraan/Alat — alat berai;

Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Mutiara dan lapangan Persibal
Luwuk:

Pemakaian Lapangan Alun - alun Bumi Mutiara Luwuk;
9. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk.

golongkan berdasarkan jenis  kekayaan yang

O a o oo

2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai
a

berikut -
Retribusi Penggunaan Tanah :

1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar
Rp. 10.000,- / M? / Kegiatan. :

- Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias,
ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung
sebesar Rp. 10.000,- / M? / Tahun.

2o oo ]
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b.

Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :

" 1 Gedung Nasional ;
a. Kegiatan Organisasi ... .
b. Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian
c. Kegiatan Olahraga

BEREURI L ST

2. Gedung Wanita

a. Kegiatan Organisasi

Rp
........ Rp

Rp

.............

3. Gedung Diklat
a. Kegiatan Dinas/Diklat.....................
b. Kegiatan Umum / Organisasi...... ...
¢. Sewa Kamar Diklat / Perkamar
4. Gedung Transito
a. KegiatanDinas..........................o
b. Kegiatan Umum / Organisasi
1. Tidak menggunakan peralatan tambahan
( Sound System ukuran Watt sedang )
penggunaan 1x 24 jam
2. Menggunakan Peralatan tambahan .
( Sound System besar) -
penggunaan 1x 24 jam
3. Tidak menggunakan peralatan
tambahan ( 07.00 - 17.00 )
4. Menggunakan peralatan tambahan
(07.00-17.00)
¢. Kegiatan olahraga
per Club
5. Gedung Olahraga (GOR ) Kilongan
a. Pagelaran Kesenian
b. Kegiatan Pertamuan dan lainnya
 bukan Kesenian............ccooovvreneieeniie Rp
C. Kegiatan Olahraga :
Perclub
6. Ruangan Rapat Umum
a. Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proye

........................
................................
................................

Rp

(SRR NN A R SR R PP S RO I 3 v R SO O IR 6
. R

k.. Rp

Rp.

Rp.
Rp. 100.000,- / hari

.

100.000,- / hari
.200.000,- / hari

. 75.000,- / bulan

. 150.000,- / hari
250.000,- / hari

. 300.000,- / hari
. 250.000,- / hari

10.000,- / hari

. 100.000,- / hari

. 125.000,- / hari

. 175.000,- / hari
. 100.000,- / hari

. 115.000,- / hari

. 75.000,- / bulan

. 250. 000,- / hari
. 200.000,- / hari

105.000,- / bulan

-100.000,- / hari

g" Lol B e 1) ;-—‘i.l..! i1 . m;.l.:ﬁu-;u;
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‘ “?Retr‘ib“si Pemakaian Kendaraa

R
:

1. Sovel/Loader OnWheel ... . - Rp. 150.000,-/ jam
o Wheel Loader..... . E
S o T Rp. 150.000,- / jam
3 Loader LK300A... .. .. Rp. 120.000 - / |
4. Truckleader.... ... "7 Rb. 125,000,/ 1m
5. Dump Truck/Truck Sampah " Rg' 49'300'- /]!gm
Mobil Truk Bak Kayy .., g een
(75 e Truck..,.,.._.\ ............................ gp. 34l.600.-/1'am
B Truck:, T A Rg gggggp:m
10. Mobil Penyiram Tanaman e fe :
PGIPHU{?IH }\oi)a}'a\lm Sn stk i A Rp 50.000.- / kali
11. l{\fcﬁ,n[{; nn;r?ghnmp AT {Alcony . ~Rp. 15.000.- / hari
:% I\D/IUIiH?f/é:'r--‘......, o .. Rp. 144.000.- / jam
3. Mesin Gilas. .. . € o
14. Mesin Gilas 6/ 8 ton . l[“‘z \39009 /J-am
15. Mesin (15 ” 5 l [? l;\..Og\ry- Al
). MBoIN Latias £ .0 161 S 45.000,- / jam
16. Tandem Roiler g/ & , R-;)_ 50.000 .- /j!a:n
‘/ /:\Spa( Maxing Plan . R, 250.000.- ! jam
].ij' /:\S[){’)% I{i“m:-:m:-z _ Rf') 175600 -/ jam
’l,.), /\1‘,;):1,(:\;:.:)3%_\.:3 Ry 26,400 /jam
20. }'\iz-mr.i \-_-z.l;mpe;_. Rp. 13.500.-7jam
211_ S:tonc a..-in,;.:;l\‘,er. R, 230.000.- / jam
2; (_:.‘aﬂ&lf]’, 30 KVA -Rp. - 25.000 =N
R Compressor.. ..Rp. 20.000.- / jam
?_ﬁ. Cutling Drill Rp - 15000.- / jam
25. Chain Sow. .. - Rp.20.000.- / jam
26. Mobil Tangki Air.. Rp. 30.000.-/ jam
27 Sky Walker. .. L Rp. 15.000.-/ jam
28. Moior Greader Komatsu Gd 511 R... ... -Rp. 180.000,- / jam
29. Molor Greader Komaltsu Gd 31, . Rp. 120.000,- / jam
N Roller. s Rp. 99.7000,- / jam

-------------------------

............
--------------------
------------
e

n/alat - alat herat :

Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Mutiara dan
Lapangan Persibal Luwuk

Kegiatan Pertunjukan dan Pameran :
Kegiatan Organisasi. ..., Rp. 100.000.- / hari

Rp.

150.000,- / hari



BAB V|
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
mbu51 yang terutang dipunggut di wilayah Kabupaten Bénggai.

E | BAB VI
| MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUS| TERUTANG

Pasal 10 Ll o

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, 1

Pasal 11 |
|

. ' |
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumer;w lain yang

dipersamakan

Hasil Punggutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) disetor ke
Kas Daerah, :

' BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

|

|
| Pasal 13 |
=’Qﬁ!a"? hal wajib  Retribusi tidak membayar pada waklunya atau kurang
b ayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dqa
€liap bulan dari relribusi yang terulang atau kurang dibayar dan ditagil
Menggunakan STRD.




BAB X|
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat |ain yang sejenis

(I pagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan  retribusi~ dikeluarkan

’ (tujuh) hari sejak jatuh tempo pempayaran. A

jak jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah tan

K :#ngatan [ surat lain yang sejenis, wajib retribu
pang terutang. dge

gurat teguran / surat per,qn'gatan /surat

€] gmaksud dalam ayat (1) dikeluarkan ol

ggai surat teguran / surat
si segera melunasi retribusi

yang lain yang sejenis sebagaimana
eh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 16

() Hak untuk mellakukan'penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melarppay
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

() Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XllI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17
5 i ikan
U Vi elribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merug

' bulan
*Uangan Daerah diancam pidana kurungan palrn% Iarig?\ )6 (enam )
ftau dengq paling banyak Rp. 5.000.000 ( lima juta Rupiah ).

"




B3)

Q Wewenang Penyidik sebagain
_menerima, mencari

a

a.

. Memoirel seseoran

dalam ayat (1) adalah
dh meneliti keterangan atau

mengumpulkan ¢
laporan berkenaan dengan (ingak pidana dibidang
agar keterangan atay laporan tersebr
meneliti, mencari, dan mengum
pribadi atau badan

retribusi Daerah

‘ pulkan keterangan mengenai orang
entang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah !

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

memeriksa buku - buku, caiatan — Catatan dan dokumen - dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

melakukan  penggeledahan untuk  mendapatkan  bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, |serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukli tersebut : 1188
meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka pelaksanaan ‘tugas
penyidikan tindak pidana dibidang relribusi daerah ;-

menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggélkan
lempat | ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen l'yang
dibawah sebagaimana dimaksud pada  huruf e, ‘ :':7. .
g yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
Daerah ' . Tl \
Mmemanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai
lersangka alau saksi ;
menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung
jawab,

Penyidik  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .d(T’le':bemihng”
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil p‘e‘nynNn a nyaR epabl_i
Penuntut Umum  melalui - Penyidik Pejabat  Polisi Uegara epé‘ :
Indonesia sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam Undang - undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- LA
st 0 et

Itmenjadi lebih lengkap dan jelas ; -

dar dengan Cams




Agar sciiap orang dapal mengelahuinya
- peraluran Daeran ini dengan

Kabupaten Banggai penempalannya  dalam L
Ka : ‘

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 22 De

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 24 Desember 2003

VVSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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